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Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami 

ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku 

yang berjudul pengantar ilmu hukum ini telah dapat di terbitkan untuk 

dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Ilmu hukum merupakan batasan 

yang diberikan terhadap kajian ilmu hukum. Definisi ilmu hukum 

kemudian menjadi persoalan yang terlebih dahulu harus dijawab oleh para 

sarjana hukum sebelum mendefinisikan hukum itu sendiri.  

Oleh karena hukum telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan 

yang sangat maju dan tak pernah putus sebagai bahan kajian. Ilmu hukum 

telah berkembang begitu cepat dan para sarjana hukum telah membagi 

ilmu hukum sebagai bagian atau salah satu ilmu sosial. Definisi ilmu 

hukum menjadi penting oleh karena dengan adanya definisi ilmu hukum 

kita dapat dengan mudah mempelajari dan pada gilirannya memahami 

ilmu hukum itu sendiri. Maka dari itu ilmu hukum akan mempelajari 

semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, 

asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, 

fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.  

Ilmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah 

hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia 

dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan 

mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu 

dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga 

sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut. Tujuan Pengantar IImu 

Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari 

bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian 

tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah 

untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.  

Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran 

lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. 

Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai 
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mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum 

berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis 

besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan 

dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi 

pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat 

untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum. 

Oleh karena itu buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum ini hadir 

sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pengantar 

Ilmu Hukum. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini 

terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena 

sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami 

dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan 

saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan 

sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.  

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses 

penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di 

hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak 

dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan 

di Indonesia, khususnya terkait Pengantar Ilmu Hukum 
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PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP 

PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH) 

 

A. PENDAHULUAN 

Pengantar Ilmu Hukum merupakan landasan bagi mata kuliah 

lanjutan dalam ilmu-ilmu berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan 

dalam kurikulum fakultas hukum atau jurusan hukum adalah sebagai mata 

pelajaran peminatan dan ilmu. Selain itu, pengenalan ilmu hukum juga 

memiliki fungsi pedagogis, yaitu menumbuhkan sikap adil dan 

menumbuhkan minat mempelajari hukum secara sungguh-sungguh. 

Karena ilmu hukum juga menjadi pedoman bagi seluruh aspek 

perkembangan ilmu hukum di Indonesia.     

Dalam mempelajari dasar-dasar dan konsep Ilmu Hukum tidaklah 

mudah. Karena belajar tentang hukum sangat kompleks dan lengkap. Di 

kalangan sarjana hukum dunia, PIH sering disebut Ensiklopedia Hukum, 

yang merupakan mata kuliah utama atau landasan dalam studi hukum. 

Dapat juga dikatakan bahwa PIH merupakan dasar bagi pelajaran-

pelajaran selanjutnya dalam ilmu hukum yang mempelajari pengertian-

pengertian dasar, uraian-uraian dasar artikulasi pokok ilmu hukum. 

Mempelajari Hukum sangatlah penting, karena Hukum secara substansial 

memiliki fungsi melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, hukum 

harus diajarkan dan dilaksanakan dengan baik agar kepentingan manusia 

dapat terlindungi. 

Melalui penegakan hukum yang baik akan berdampak pada tatanan 

sosial yang baik pula.  Dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus 

selalu diperhatikan: Mertokusumo (2009), menyebutkan ada 3 (tiga) unsur 

cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu: kepastian hukum 

(Rechtssicherkeit), keadilan (Gerechtigkeit) dan kemanfaatan 

(Zweckmasigkeit). Cita hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak 

BAB 1 
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ARTI DAN DEFINISI HUKUM 

 

A. PENDAHULUAN 

Perkembangan dalam mempelajari tentang ilmu hukum pada 

umumnya diawali dengan pertanyaan yakni apakah yang diketahui 

tentang hukum. 

Adanya Ilmu hukum di dunia bahkan sampai ke Indonesia tidak dapat 

dipisahkan dari tradisi peradaban Barat. Berbeda dengan peradaban Timur 

seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Afrika yang tidak menempatkan 

hukum sebagai faktor sentral. Berbeda dengan peradaban Barat yang 

menempatkan Hukum itu sebagai prinsip sentral kehidupan. Peradaban 

Barat ini bersumber dari peradaban Yunani yang merupakan suatu 

organisasi politik yang sangat penting. Dalam peradaban masa Yunani, 

Negara tersebut dipandang sangat penting dibandingkan semua organisasi 

yang dibuat oleh manusia. Timbulnya pemikiran-pemikiran dari peradaban 

Yunani ini menyebabkan manusia memiliki kemampuan untuk berfikir, 

kebebasan memilih, dan memiliki kemampuan dalam membuat keputusan. 

Selanjutnya manusia juga mulai menyadari bahwa ia hidup untuk dirinya 

sendiri bukan untuk orang lain. Pada saat ini mulai timbul sikap 

individualisme, konsekuensi politis dari individualisme ini berupa adanya 

independensasi yang memiliki hak-hak secara hukum dan politik yang 

tertuang di dalam the rule of law. Dengan demikian, Hukum menjadi 

prinsip sentral dalam organisasi sosial termasuk Negara. (Seniasti, 2021) 

Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Dengan 

demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua seluk beluk 

mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, 

macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan 

kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu yang 

mempunyai objek “Hukum”, menelaah hukum sebagai suatu gejala atau 

fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. 
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TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM 

 

A. PENDAHULUAN 

Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang 

dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Secara umum, hukum adalah 

suatu sistem-sistem peraturan yang dijadikan alat untuk mengatur 

masyarakat dan untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan konkret dalam masyarakat. Hukum adalah 

peraturan tingkah laku manusia, yang diadakan oleh badan-badan resmi 

yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi, dan memberikan 

sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut (sanksi itu pasti dan dapat 

dirasakan nyata bagi yang bersangkutan). 

Hukum mengaitkan diri kepada masyarakat sebagai basis sosial. Ini 

berarti hukum harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-

kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan. 

Hukum tidak selalu biasa memberikan keputusannya dengan segera, 

karena hukum membutuhkan waktu untuk menimbang-nimbang. 

Masyarakat tidak hanya ingin melihat keadilan diciptakan dalam 

masyarakat dan kepentingan-kepentingannya dilayani, melainkan ia juga 

menginginkan agar dalam masyarakat terdapat peraturan-peraturan yang 

menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain. 

Menurut Meuwissen bahwa hukum berkaitan dengan cirinya (positivis) 

yaitu   

a. Ketetapan yang berasal dari kekuasaan atau kewibawaan yang 

berwenang. Hampir sama dengan perlengkapan penguasa 

(overheidsorgaan). 

b. Lugas obyektif (hukum positif)  

c. Berkaitan dengan tindakan – tindakan dan perilaku manusia yang 

diamati.  
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NORMA HUKUM DAN NORMA SOSIAL 

 

A. PENDAHULUAN 

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. dalam masyarakat yang 

paling sederhana sekalipun keberadaan norma hukum sebagai suatu 

pranata sosial secara nyata telah menjadi qonditio sine quanon bagi 

keberlangsungan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas. Norma 

merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat 

dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya 

terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. 

Hakiki dari hukum di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur 

kepastian, dan prediktabilitas, sehingga dia harus stabil. Tetapi di lain 

pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikut dinamika 

perkembangan kehidupan manusia. 

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. 

Manusia membutuhkan manusia yang lain untuk menjalankan kehidupan. 

Manusia mengembangkan sarana bersifat immateril yang menjadi perekat 

dalam hidup bermasyarakat. Sarana itu muncul dari dalam diri manusia itu 

sendiri, yaitu cinta kasih dan kebersamaan, bahkan dua hal itulah yang 

melandasi kehidupan bermasyarakat yang disebut sebagai moral. Dengan 

begini, moral menimbulkan pranata-pranata pada manusia. 

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk 

membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari 

kehidupan manusia (Sudikno Mertokusumo, 2003:1) 

Secara harfiah, norma berarti aturan, kaidah, patokan, dan ukuran 

hukum. Maka secara umum, Norma merupakan aturan, pedoman atau 

petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana 

mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam 

lingkungan suatu masyarakat tertentu. Norma merupakan ukuran yang 

melandasi seseorang untuk bergaul dengan orang lainnya ataupun dengan 
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HUKUM OBJEKTIF DAN HUKUM SUBJEKTIF 

 

A. PENDAHULUAN 

Hukum berisikan peraturan agar dipatuhi oleh seluruh masyarakat 

tanpa terkecuali. Keberadaan hukum dapat menjamin ketertiban serta 

keamanan di lingkungan masyarakat. Hukum bersifat mengikat dan wajib 

dipatuhi. Sanksi akan diberikan kepada masyarakat yang tidak mematuhi 

atau menjalankan peraturan tersebut. Secara garis besar, hukum memiliki 

jangkauan serta aspek yang luas. Maka diperlukan penggolongan hukum 

agar mempermudah untuk mempelajari dan mengetahuinya. Ada 

berbagai jenis penggolongan hukum. Salah satunya penggolongan hukum 

menurut wujudnya. Hal ini berarti hukum digolongkan berdasarkan wujud 

dari hukum itu sendiri. Menurut Iskandar dalam buku Konsepsi Intelektual 

dalam Memahami Ilmu Hukum Indonesia (2016, h.67), penggolongan 

hukum berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yakni hukum objektif 

serta hukum subjektif. 

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, sehingga membahas 

hukum maka berkaitan dengan kehidupan manusia. Setiap manusia 

mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan 

atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. (Mertokusumo, 2010, h.1) 

Manusia dalam hidupnya dikelilingi pelbagai bahaya yang 

mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan 

kepentingan/keinginannya tidak tercapai. Ia ingin kepentingan-

kepetingannya terlindungi dari bahaya dari bahaya yang mengancamnya. 

Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi 

konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya 

saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam 

melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang 

lain. Dalam kehidupan bersama atau masyarakat, konflik itu tidak dapat 

dihindarkan. 
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SUMBER-SUMBER HUKUM 

 

A. PENDAHULUAN 

Sebelum membahas sumber-sumber hukum, ada baiknya perlu 

memahami bahwa ada tiga dasar kekuatan berlakunya hukum (peraturan 

perundang-undangan), yaitu: 

1. Kekuatan berlaku yuridis; 

2. Kekuatan berlaku sosiologis; 

3. Kekuatan berlaku filosofis. 

 

Ketiganya merupakan syarat kekuatan berlakunya suatu peraturan 

perundang-undangan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi 

pencapaian efektivitas hukum itu sendiri. 

1. Dasar kekuatan berlaku yuridis pada prinsipnya  Harus menunjukkan: 

a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan  

perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau  

pejabat yang berwenang; 

b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan  

perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau  

diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih  

tinggi atau sederajat; 

c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, seperti pengundangan 

atau pengumuman setiap undang-undang harus dalam Lembaran 

Negara, atau peraturan daerah harus mendapat  persetujuan dari 

DPRD bersangkutan. 

d. Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. 
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TEORI-TEORI HUKUM 

 

A. PENDAHULUAN   

Menurut Satjipto Rahardjo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan 

yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencakup dan 

membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum 

objeknya hukum itu sendiri. Demikian luasnya masalah yang dicakup oleh 

ilmu ini, sehingga sempat memancing pendapat orang untuk mengatakan 

bahwa “Batas-batasnya tidak bisa ditentukan” (Curzon, 1979). Selanjutnya 
menurut J. B. Daliyo Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya 

hukum. Dengan demikian maka ilmu hukum akan mempelajari semua 

seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-

asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi 

dan kedudukan hukum di dalam masyarakat. Ilmu hukum sebagai ilmu 

yang mempunyai objek hukum menelaah hukum sebagai suatu gejala atau 

fenomena kehidupan manusia dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. 

Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara mendalam sangat 

perlu mempelajari hukum itu dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari 

masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut. 

Menurut Kamus Perpustakaan Hukum, Ilmu hukum dalam 

perpustakaan hukum dikenal dengan nama ‘Jurisprudence’ yang berasal 

dari kata ‘Jus’, ‘Juris’ yang artinya hukum atau hak, dan kata ‘Prudence’ 
berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian, dan arti umum dari 

Jurisprudence adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari ilmu hukum. 

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan 

“Encyclopaedia Hukum”, yaitu mata kuliah dasar yang merupakan 
pengantar (introduction atau inleiding) dalam mempelajari ilmu hukum. 

Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih 

lanjut dalam studi hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, 

gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum. 
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PENGGOLONGAN HUKUM 

 

A. PENDAHULUAN  

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem hukum 

yang saling berkaitan satu sama lainnya dan saling bekerja sama untuk 

mencapai suatu tujuan hukum, yakni keadilan (gerechtigkeit), 

kemanfaatan (zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). 

Setiap sistem hukum terdiri dari sub sistem hukum, demikian seterusnya, 

sehingga sub-sub sistem hukum terdiri tersebut berangkaian dan bersama-

sama berencana mencapai suatu tujuan. Demikian pula sub-sub sistem 

hukum nasional saling berkaitan dan bekerja sama untuk membentuk 

tatanan hukum nasional guna mencapai tujuan hukum nasional (Sugiarto, 

2013, p, 30). Oleh karena itu, hukum itu mempunyai ruang lingkup dan 

aspek yang sangat luas, bahkan ada sarjana yang mengibaratkan hukum 

itu seperti sepeda motor yang terbentuk dengan ukuran, merek dan 

kekuatan yang berbeda (Asyhadie & Rahman, 2018, p, 29).  

Demikian juga dengan hukum, dapat diklasifikasikan atau digolongkan 

menjadi beberapa macam. Dalam melakukan penggolongan atau 

pembagian hukum itu, beberapa ahli hukum juga memberikan istilah 

penggolongan hukum yang berbeda-beda. Hal senada yang dinyatakan 

oleh Satjipto Raharjo, saat ini, kita dihadapkan pada istilah “Penggolongan 
hukum”, tetapi juga “Pembidangan hukum”, namun, penulis lain 
menggunakan istilah “Lapangan hukum” untuk keperluan yang sama. Di 
tempat lain lagi orang menggunakan istilah “Klasifikasi hukum” (Rahardjo, 
2006, p, 71). Kendati terdapat istilah yang berbeda-beda memang ada. 

Yang penting adalah, bahwa pada waktu berhadapan dengan suatu istilah, 

kita berusaha untuk mengerti maksud yang dikehendaki oleh penulisnya. 
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PEMBENTUKAN DAN PENGISIAN 

KEKOSONGAN HUKUM 

 

A. PENDAHULUAN 

Pembahasan mengenai sistem hukum, penemuan hukum, tujuan 

hukum dan keberlakuan hukum hingga penafsiran hukum sangat erat 

kaitannya dengan apa yang akan dibahas dalam pembentukan dan 

pengisian kekosongan hukum. Sistem hukum sangat erat kaitannya karena 

sistem hukum sangat menentukan bagaimana pembentukan hukum dan 

pengisian kekosongan hukum. Penemuan hukum juga menjadi salah satu 

pembahasan dalam ilmu hukum yang memiliki hubungan yang erat 

dengan pembentukan terutama kekosongan hukum. Hal ini karena 

kegiatan yang dilakukan manusia di dalam kehidupannya tidak mungkin 

akan dapat diatur oleh hukum seutuhnya, sehingga dalam keadaan 

demikian harus dilakukan pencarian yang kemudian nantinya akan 

ditemukan demi mengisi kekosongan hukum tersebut (Ahmad Rifai, 2011). 

Pembahasan mengenai tujuan hukum menentukan bagaimana suatu 

hukum dipergunakan oleh manusia di tengah-tengah kehidupannya, yang 

dimana hal tersebut tidak dapat lepas dari kemungkinan adanya 

kekosongan hukum hingga pada pembentukan hukum. Pembahasan 

terakhir yang memiliki hubungan erat adalah tentang keberlakuan hukum. 

Hal ini karena mengenai pembentukan dan kekosongan hukum pada saat 

akan disahkan atau digunakan haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat 

suatu pemberlakuan hukum yang berlaku atau yang diakui dalam negara 

apabila dilihat dari aspek masa kini. Terakhir, pembahasan tentang 

penafsiran hukum juga memiliki kaitan yang erat karena akan membahas 

tentang metode yang akan digunakan di dalam penemuan hukum.  
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SISTEM DAN POLITIK HUKUM 

 

A. PENDAHULUAN 

Bangunan hukum terdiri atas komponen-komponen hukum yang 

merupakan sistem hukum. Komponen-komponen sistem hukum saling 

terhubung dan berinteraksi guna mencapai tujuan tertentu sesuai dengan 

politik hukum nasional. Di dunia ini terdapat berbagai sistem hukum, yang 

memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan karakteristik yang melekat 

padanya, suatu sistem hukum nasional dapat digolongkan sebagai bagian 

dari keluarga hukum tertentu. Berbagai keluarga hukum tersebut dapat 

dijadikan rujukan dalam pembentukan dan pembaharuan sistem hukum 

nasional pada suatu negara. Keluarga hukum dimaksud meliputi sistem 

civil law, sistem common law, sistem socialist law, sistem adat rechts, dan 

sistem Islamic law. Uraian bab ini dapat memperluas wawasan mengenai 

kultur dan karakteristik berbagai keluarga sistem hukum di dunia tersebut. 

Prinsip-prinsip dasar dari berbagai keluarga sistem hukum tersebut dapat 

dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan ius contituendum 

melalui politik hukum pada suatu negara.    

 

B. DEFINISI SISTEM HUKUM 

Perkataan ”Sistem” (sistém) berasal dari bahasa Latin, yakni ”Systēma” 
dan bahasa Yunani, yakni ”Sustēma”, artinya susunan yang teratur dan 
saling kait-mengait antar komponen membentuk suatu pola tertentu 

secara keseluruhan. Masing-masing komponen bekerja sesuai dengan 

fungsinya, demikian pula antar komponen saling bekerja sama untuk 

meraih tujuan tertentu. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem dalam berbagai 

makna, yaitu: (1) perangkat unsur, yang secara teratur saling berkaitan 

membentuk suatu totalitas; (2) suatu susunan yang teratur berupa 

pandangan, teori, asas, dan sebagainya; dan (3) metode (Depdikbud, 
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LAPANGAN-LAPANGAN  

HUKUM DI INDONESIA 

 

A. PENDAHULUAN 

Hukum merupakan suatu sistem yang terdiri dari subsistem hukum 

yang saling berkaitan satu sama lainnya. Saling bekerja sama untuk 

mencapai tujuan hukum yakni keadilan (gerechtigkeit), kemanfaatan 

(zweckmassigkeit), dan kepastian hukum (rechtssicherheit). Lapangan 

hukum adalah kumpulan dari berbagai macam bentuk-bentuk hukum yang 

digolongkan menjadi bentuk-bentuk hukum tertentu berdasarkan 

spesialisasi dan tujuannya. 

Setiap sistem hukum terdiri dari subsistem hukum, demikian 

seterusnya. Sehingga sub-sub sistem tersebut berangkaian dan bersama-

sama berencana mencapai suatu tujuan. Demikian pula sub-sub sistem 

hukum nasional saling berkaitan dan bekerja sama untuk membentuk 

tatanan hukum nasional guna mencapai tujuan hukum nasional. Untuk 

dapat mengadakan atau mengetahui pembagian sistem hukum ada 

kriterianya. Kriteria ini merupakan prinsip sebagian dasar pembagiannya. 

Dari berbagai kriteria hukum yang telah diuraikan di muka, maka 

hukum dapat dikelompokkan ke dalam sistem-sistem hukum atau 

lapangan-lapangan hukum tertentu. Sistem merupakan himpunan 

komponen-komponen atau subsistem yang saling berkaitan yang 

bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. 

Di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku 

saat ini (hukum positif) tidak yang mengatur tentang macam-macam 

lapangan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk di dalam Undang-

Undang Dasar 1945. Di dalam UUDS 1950 yang pernah berlaku di negara 

ini disebutkan adanya lapangan hukum yakni tercantum di dalam pasal 

102 dan 108. 
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PENEMUAN DAN PENAFSIRAN HUKUM 

 

A. PENDAHULUAN 

Suatu sistem hukum dibutuhkan dalam masyarakat agar antara 

kepentingan masyarakat yang satu dengan lainnya tidak saling melanggar 

hak satu sama lain, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang 

teratur dan harmonis.  

Dalam kenyataannya, hukum atau peraturan perundang-undangan 

tidak semuanya mencakup seluruh kegiatan manusia yang beragam. 

Maksudnya, hukum yang sudah ada, tidak secara mendetail mengatur 

benda dan kegiatan manusia yang selalu berkembang. Oleh karena itu, 

hakim sebagai penegak hukum harus mempunyai kemampuan dan 

keaktifan dalam menggali dan menemukan hukum.  

Sumber hukum formal yang berlaku di Indonesia yaitu undang-

undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi dan doktrin. Hukum 

yurisprudensi merupakan sumber hukum yang bersumber dari keputusan 

hakim terdahulu untuk memecahkan suatu masalah perkara yang tidak 

diatur di dalam undang-undang dan kemudian dijadikan sebagai pedoman 

bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.  

Pada dasarnya landasan hukum yang digunakan oleh para penegak 

hukum adalah sama. Tetapi mereka (hakim, polisi, jaksa dan pengacara) 

seringkali mempunyai pendapat dan penafsiran berbeda terhadap kasus 

yang sedang di tangani.  

Kasus hukum yang ada di Negara kita seringkali menimbulkan 

perbedaan penafsiran. Tidak sedikit dalam perbedaan pemahaman itu 

menimbulkan pendapat pro dan kontra sehingga suatu kasus muncul ke 

ranah publik dan menjadi perbincangan hangat.  

Dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, seorang 

Hakim haruslah menggunakan hukum tertulis sebagai dasar putusannya. 

Akan tetapi apabila dalam hukum tertulis tidak ditemukan atau dirasa 
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